
 
BUPATI MANGGARAI 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI MANGGARAI 

NOMOR 6 TAHUN 2024 
TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MANGGARAI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MANGGARAI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah 

Wajib memilki  Jadwal Retensi Arsip (JRA); 

b. bahwa Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai telah mendapatkan persetujuan 

Kepala Arsip Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat 

Kepala Arsip Nasional tanggal  28 Desember 2023, hal 

Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Daerah 

Kabupaten Manggarai, Surat Kepala Arsip Nasional tanggal   

28 Desember 2023  Nomor B-BA.02.07/279/2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

SALINAN 



6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286);  

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 

tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata 

Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1953); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 

tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan 

Non Kepegawaian;  

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1275);  

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1276); 

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1668), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip 

Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi 

Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1668); 

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara 



Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Arsip Nasional 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1128); 

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 662); 

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);  

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1668);  

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 666); 

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan 

Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 668); 

18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan 

Rakyat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2087); 

19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088); 

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 21 Tahun 2014 

tentang   Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan 

Keamanan Urusan Hukum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1383); 

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116); 

22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman   Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Perencanaan Pembangunan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117); 

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian 

Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, 

Perekayasaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu 



Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 167), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, 

Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaaan, Penerapan 

serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 321); 

24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan 

Rakyat Urusan Perpustakaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan 

Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172); 

26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan 

Rakyat Urusan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 364); 

27. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 874); 

28. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 875), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip 

Nasional Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 ten 

tang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 322); 

29. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pendidikan dan 

Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 876); 

30. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551); 

31. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 552); 

32. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan 

Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 195); 

33. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319); 

34. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017 



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Manggarai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. 

3. Bupati adalah Bupati Manggarai. 

4. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 

terhadap suatu jenis arsip. 

7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 

menurun. 

9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 

dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat 

diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819); 

35. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1668); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah 

Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 

2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Nomor 02); 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

MANGGARAI. 



10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 

memiliki Nilai Guna Kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 

11. Arsip Substantif adalah Arsip yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai 

maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai 

kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan. 

12. Arsip Fasilitatif adalah arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan 

fungsi pendukung instansi. 

13. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 

berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, 

jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan 

yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan 

arsip. 

14. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA 

Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan 

karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) pemerintahan daerah yang 

berada pada unit organisasi dilingkungan dinas-dinas atau unit 

organisasi lain yang membidangi fungsi pokok dilingkungan pemerintah 

kabupaten. 

15. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif 

adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena 

pelaksanaan fungsi penunjang (fasilitatif) pemerintahan daerah yang 

berada pada unit organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan unit 

organisasi lain yang membidangi fungsi penunjang dilingkungan 

pemerintahan daerah Kabupaten. 

16. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada Unit 

Pengolah, jangka waktu simpan Arsip aktif dihitung sejak Arsip 

diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses. 

17. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada Unit 

Kearsipan/pusat Arsip, jangka waktu simpan Arsip Inaktif dihitung 

sejak habisnya masa Retensi Aktif sampai nilai gunanya untuk 

kepentingan referensi berakhir. 

18. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri 

arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan. 

19. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis 

arsip pada Unit Pengolah. 

20. Pemusnahan Arsip merupakan kegiatan memusnahkan arsip yang tidak 

mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu 

penyimpanan. 

21. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa 

arsip-arsip yang memiliki nilaiguna sekunder wajib diserahkan kepada 

Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional. 

22. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa 

suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah 

musnah atau permanen. 

23. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 



24. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 

kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan 

pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung 

oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya 

lainnya. 

25. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan 

keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang 

bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, 

diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya 

peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan 

penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, 

masalah dan sejenisnya. 

 

BAB II 

JADWAL RETENSI ARSIP 

 

Pasal 2 

JRA digunakan sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu 

penyimpanan dan penyusutan arsip dengan memperhatikan nilai guna arsip. 

 

 

Pasal 3 

(1) JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas JRA 

Fasilitatif dan JRA Substantif. 

(2) JRA memuat jenis arsip, jangka waktu (retensi) arsip dan keterangan. 

 

Pasal 4 

(1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan 

untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif. 

(2) Penentuan Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan kriteria: 

a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan 

pertanggungjawaban di Unit Pengolah; dan 

b. Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi 

hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses. 

(3) Penentuan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan kriteria: 

a. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk 

kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Lembaga; dan 

b. Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya. 

 

Pasal 5 

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat 

rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dipermanenkan atau 

dinilai kembali. 

(2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan 

suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 

a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi 

Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; 



b. Keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap memiliki Nilai 

Guna Kesejarahan; dan 

c. Keterangan Dinilai Kembali ditentukan pada arsip yang dianggap 

berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan. 

 

 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian JRA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai. 

 

 

Ditetapkan di Ruteng 

  pada tanggal 3 Januari 2024 

 

  BUPATI MANGGARAI, 

      

                                                                                                  TTD 

 

 

  HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT 

 

Diundangkan di Ruteng 

pada tanggal 3 Januari 2024Januari 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, 

 

                TTD 

 

JAHANG FANSI ALDUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 6. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 

 
 

 
FRANSISKUS CONY GABUR, MH 
Pembina 

NIP. 19831213 201101 1 010 
 


